



A. Latar Belakang  
 Tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah nasional, melainkan 
sudah menjadi fenomena transnasional.
1
 Berdasarkan hal tersebut kerjasama 
internasional menjadi hal yang esensial dalam mencegah dan memberantas tindak 
pidana korupsi, khususnya dalam upaya koruptor menyembunyikan hasil 
korupsinya melalui pencucian uang dengan menggunakan transfer-transfer 
internasional yang efektif. Tidak sedikit aset publik yang berhasil dikorup telah 
dilarikan dan disimpan pada sentra finansial di negara-negara maju yang 
terlindungi oleh sistem hukum yang berlaku di negara tersebut dan oleh jasa para 
profesional yang disewa oleh koruptor.
2
  
Dalam konteks internasional untuk melawan tindakan korupsi tersebut, 
mayoritas negara telah bersepakat untuk mengadakan kerjasama internasional. 
Indonesia merupakan salah satu negara yang mengikuti perkembangan 
pencegahan tindak pidana korupsi tersebut dengan bergabung dalam badan-
badan atau organisasi internasional serta telah menandatangani beberapa 
konvensi internasional   anti   korupsi,  seperti Konvensi PBB Anti Korupsi, 
yang kemudian disebut UNCAC (United Nation Convention Against 
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Coruuption) dan diratifikasi dengan UU No.7 tahun  2006  oleh Indonesia dan 
G-20 (Working Group on Anti Corruption-WGAC).
3
 
Beberapa tahun terakhir ini, koruptor semakin berani melakukan tindak 
korupsi di negara asalnya dan melarikan diri ke negara lain berikut dengan 
aset-aset yang telah diambilnya diamankan di negara tempatnya bersembunyi. 
Kehadiran orang tersebut dinegara lain adalah untuk menghindari upaya 
penangkapan atas dirinya sehubungan dengan kejahatan yang telah 
dilakukannya di negara asal. Dengan larinya orang tersebut ke negara lain, ini 
berarti ada negara lain yang kepentingannya dirugikan karena tidak dapat 
menangkap orang tersebut, padahal orang tersebut telah melakukan 
pelanggaran hokum.  
Dalam   hal   ini, negara yang dirugikan tidak dapat begitu saja memasuki 
wilayah territorial negara lain untuk menangkap pelaku kejahatan tersebut.Hal 
ini disebabkan karena di dalam hukum internasional berlaku prinsip 
penghormatan kedaulatan yurisdiksi masing-masing negara sehingga untuk 
memasuki negara lain harus ada persetujuan terlebih dahulu dari negara yang 
akan dimasuki. Hal ini berdasarkan asas umum hukum Internasional bahwa 
setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. 
Komitmen masyarakat internasional untuk menanggulangi kejahatan-
kejahatan lintas batas melalui kerjasama internasional dapat terlihat dari 
instrument-instrumen hukum internasional yang lahir belakangan ini, baik yang 
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bersifat hard law maupun soft law. Konvensi Palermo tahun 2000 misalnya 
menyebutkan beberapa bentuk kerjasama internasional yang dapat dilakukan 
oleh masyarakat internasional, yaitu: perjanjian ekstradisi, bantuan hukum 
timbal balik di bidang pidana (mutual legal assistance in criminal matters), 
pemindahan narapidana (transfer of sentence person). PBB bahkan telah 
mengeluarkan Model Treaty on Extradition berdasarkan Resolusi Majelis 
Umum PBB No. 45/ 117 tanggal 14 Desember 1990, yang dapat dijadikan 
model Kerjasama internasional juga di atur dalam Konvensi PBB melawan 
Korupsi 2003 dan secara khusus mengatur tentang pengembalian aset (asset 
recovery) hasil korupsi. 
4
 
Munculnya perjanjian ekstradisi ini tentunya tidak terlepas dari 
implementasi asas hukum internasional sebagaimana disampaikan oleh Hugo 
Grotius, yakni asas au dedere au punere. Artinya pengadilan terhadap pelaku 
kejahatan dapat dilakukan oleh negara tempat kejahatan itu terjadi atau 




Indonesia merupakan surga bagi koruptor, karena koruptor apalagi yang 
mempunyai hubungan dengan kekuasaan dan konglongmerat, saat diproses, 
terkesan formalitis, sekedar memenuhi tuntutan rakyat, sekalipun  ada  yang lolos 
ke pengadilan dan dijatuhi pidana, mereka hanyalah koruptor kelas teri, 
sedangkan koruptor kelas kakap banyak divonis bebas, atau bahkan sudah 
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melarikan diri terlebih dahulu ke luar negeri.
6
 Korupsi merupakan permasalahan 
universal yang dihadapi oleh seluruh negara dan masalah pelik yang sulit untuk 
diberantas, hal ini tidak lain karena masalah korupsi bukan hanya berkaitan 
dengan permasalahan ekonomi semata, melainkan juga terkait dengan 
permasalahan politik, kekuasaan dan penegakkan hukum.
7
 
 Pemerintah sebagai aparatur negara yang memiliki kekuasaan eksekutif 
yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab III Pasal 4 sampai dengan 
Pasal 15 memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menentukan kebijakan 
yang berkaitan dengan pemulihan atau perbaikan keadaan negara pada kondisi 
yang sebelumnya. Upaya pemerintah  Indonesia dalam mengatasi korupsi tersebut 
terlihat dengan lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya UU 
No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 
25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta peraturan 
perundangan lainnya yang secara khusus dibentuk untuk mengatasi tindak pidana 
ini.  
Terkait dengan kewenangan negara tersebut, tidak hanya pemerintah 
Indonesia yang semakin gigih mengatasi permasalahan ini tetapi juga dunia 
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internasional menganggap perlu adanya suatu international regulation yang secara 
tegas dan spesifik mengatur mengenai tindak pidana yang lazim disebut white 
collar crime atau kejahatan kerah putih.   
Tekad dunia internasional untuk memberantas korupsi diwujudkan dengan 
lahirnya United Nations Convention Againts Corruption, 2003 (UNCAC 2003) 
yang diterima oleh Sidang Majelis Umum PBB (SMU PBB) pada tanggal 31 
Oktober 2003 melalui Resolusi SMU PBB A/58/4. SMU PBB juga menyatakan 
bahwa Konvensi terbuka untuk ditandatangani oleh negara-negara PBB dalam 
suatu acara khusus di Merida, Mexico pada tanggal 9-13 Desember 2003.  
Hingga kini telah terdapat 140 negara penandatangan dan telah ada 107 
yang menundukkan diri sebagai negara pihak. Konvensi telah mulai berlaku 
sejak 14 Desember 2005 dan merupakan The First Legally Binding Global 
Anticorruption Agreement (Persetujuan Pertama yang Mengikat Secara Hukum 
Mengenai Anti Korupsi). 
  Kerja sama internasional merupakan interaksi antar aktor internasional 
yang melakukan pertukaran tindakan atau sumber daya untuk mencapai tujuan 
pribadi dan/atau tujuan bersama.
 
Banyak hal yang bisa dilakukan negara di dalam 
kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman di atas seperti melakukan 
kerja sama di dalam peningkatan kapabilitas aparat keamanan, mengadakan 
pertemuan yang membahas tentang evaluasi kinerja di dalam menangani ancaman 




Salah satu contoh dari kerja sama internasional adalah perjanjian 
internasional. Menurut konvensi wina, perjanjian internasional merupakan 
kesepakatan yang dilakukan oleh dua negara (bilateral) atau lebih (multilateral) 
untuk mengadakan hubungan yang sesuai dengan hukum internasional.
8
 Beberapa 
bentuk konkrit kerja sama internasional  yang  dilakukan  oleh Indonesia dalam 
menangani kasus kejahatan transnasional dan kaburnya buronan ke negara lain 
adalah dengan membuat MLA (mutal legal assistance) dan perjanjian 
internasional dalam hal ekstradisi.  
MLA atau mutal legal assistance adalah perjanjian tentang pemberian 
bantuan hukum yang berdasar pada hukum formal. MLA biasanya dilakukan 
oleh badan hukum suatu negara yang membantu badan hukum dari negara lain 
dalam proses pengumpulan data dan penyerahan bukti dari seorang kriminal di 
dalam wilayah negaranya. Bantuan tersebut dilakukan atas respon terhadap 
permintaan bantuan.  Pengertian timbal balik berarti setelah adanya bantuan 
hukum tersebut, diharapkan akan ada bantuan lain yang merupakan timbal balik 
atas bantuan yang telah dilakukan.
9
 Cara lain agar Indonesia dapat memerangi 
kejahatan transnasional dan memulangkan para koruptor serta pelaku pencucian 
uang beserta asetnya dari negara lain untuk diadili adalah membuat perjanjian 
ekstradisi.  
Perjanjian ekstradisi merupakan sebuah perjanjian bilateral yang mengatur 
tentang proses penangkapan, pengidentifikasian, serta pengiriman pelaku tindak 
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kriminal dalam suatu batas yuridiksi suatu negara ke negara lain yang meminta 
pelaku tindak kriminal tersebut untuk diadili di sana. 
Perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian yang bergerak di dalam ranah 
hukum dan mengandung asas-asas hukum internasional. Agar sebuah perjanjian 
internasional dapat berjalan dengan baik, sebuah negara harus meletakan   
kedaulatannya di bawah hukum internasional dan tunduk kepadanya. Hal tersebut 
perlu dilakukan karena jika negara meletakan kedaulatannya lebih tinggi daripada 
hukum internasional, maka akan terjadi pertentangan antara hukum internasional 
dan kedaulatan negara.
10 
Dalam sejarah hubungan antar bangsa-bangsa, ekstradisi diakui sebagai 
suatu mekanisme dalam mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara yang 
selanjutnya disebut sebagai kejahatan transnasional. Ekstradisi adalah suatu 
proses formal dimana seorang pelaku kejahatan diserahkan kepada suatu negara 
tempat kejahatan dilakukan untuk diadili atau menjalani hukuman. Tidak ada 
suatu kewajiban umum hukum internasional yang mewajibkan negara untuk 
mengikatkan diri ke dalam perjanjian ekstradisi baik atas dasar suatu perjanjian 
atau atas dasar prinsip resiprositas (hubungan timbal balik yang sama).  
 Berdasarkan arti ekstradisi tersebut, dalam konteks hubungan antar 
bangsa, maka ekstradisi dipandang sebagai alat atau sarana sebagai suatu 
mekanisme kerja sama antar negara dalam rangka mencegah dan memberantas 
kejahatan lintas negara atau transnasional. Hal ini, apabila tidak ditangani secara 
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profesional, proporsional, dan prosedural, akan berdampak pada hubungan antar 
negara baik bilateral maupun regional, menjadi preseden buruk dalam tata 
pergaulan bangsa-bangsa di dunia.
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Dalam kaitan dengan pelaku kejahatan pelarian, setiap negara yang 
memiliki yurisdiksi untuk mengadili penjahat tersebut yang bersembunyi dinegara 
lain, tidak mudah begitu saja menangkap dan membawa penjahat tersebut ke 
negara asalnya. Disinilah dibutuhkan pranata hukum ekstradisi sebagai upaya 
kerja sama antar negara dan mampu menjembatani kedaulatan kedua negara 
dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas batas negara.
12
 
Perjanjian ekstradisi menjadi sesuatu yang sangat penting bagi Indonesia 
mengingat tantangan kejahatan transnasional yang lahir dari globalisasi. Di sisi 
lain, banyak sekali para pelaku tindak kriminal yang melarikan diri ke negara 
lain untuk menghindar dari incaran aparat keamanan. Salah satu negara yang 
menjadi destinasi favorit para pelaku tindak kriminal Indonesia untuk melarikan 
diri dari kejaran aparat keamanan adalah Singapura.
13
 Polisi-polisi negara 
ASEAN yang tergabung  di  dalam ASEANAPOL sendiri sebenarnya  sudah  
banyak sekali melakukan peninjauan terhadap kejahatan transnasional.
14
 Namun, 
sepak terjang POLRI di dalam memberantas kejahatan transnasional sedikit 
terhambat dengan ketiadaan perjanjian ekstradisi dengan Singapura. 
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Wilayah Singapura berbatasan langsung dengan laut Indonesia dan 
belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Selain itu, mereka 
(buronan) juga didukung oleh mudah dan cepatnya transportasi antar kedua 
negara mengingat warga Indonesia dikenakan bebas Visa selama 30 hari jika 
ingin pergi ke Singapura. Selebihnya dari 30 hari, para koruptor tersebut akan 
pergi ke negara lain dan kembali lagi ke Singapura supaya kembali 
mendapatkan bebas Visa selama 30 hari. karena hal tersebut, Singapura menjadi 
destinasi favorit para koruptor untuk melarikan diri dari Indonesia dengan 
membawa serta aset-asetnya.
  
Belasan koruptor Indonesia telah melarikan diri ke Singapura, menetap di 
sana bahkan sampai ada yang berganti kewarganegaraan. Beberapa dari mereka 
dituntut karena melakukan tindakan pencucian uang atas aset yang mereka bawa 
ke Singapura.
  
Bedasarkan data yang penulis temukan sejak tahun 2005 
jumlahnya mencapai 12 orang, dan pada tahun 2007 jumlahnya kembali 
meningkat menjadi 18 orang.
 
Jumlah aset yang dibawa lari dan disembunyikan 
di Singapura mencapai 783 trilliun rupiah.
15
 Dana tersebut terbilang sangat 
besar dan seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih baik seperti 
pembangunan infrastruktur di Indonesia.
 
 
 Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mengupayakan untuk 
membentuk sebuah perjnjiaan ekstradisi dengan Singapura sejak tahun 1972 
namun tidak memberikan hasil seperti yang diinginkan. Kemudian Pemerintah 
Indonesia kembali mengupayakan pembuatan perjanjian ekstradisi dan 
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mendapatkan angin segar pada 8 November 2004 di mana Presiden RI Susilo 
Bambang Yudhoyono bertemu dengan Perdana Mentri Singapura Lee Hsien 
Long di Istana Merdeka Jakarta. Hasil dari pertemuan di Istana Merdeka adalah 
kesepakatan kedua pemimpin negara tersebut untuk membentuk perjanjian 
ekstradisi yang akan dilaksanakan pada tahun 2005.
 
Beberapa kasus yang 
menjadi topik utama di dalam pembuatan perjanjian ekstradisi antara Indonesia 
dan Singapura adalah kasus korupsi dan pencucian uang. 
Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya perjanjian ekstradisi 
Indonesia-Singapura telah tercipta. Tepatnya pada tanggal pada 27 April 2007 di 
Istana Tampak Siring, Bali, Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura 
telah selesai dirumuskan dan melahirkan naskah kesepakatan yang harus 
ditandatangani oleh para perwakilan negosiator yang merumuskannya.
 
Penandatanganan perjanjian ekstradisi tersebut dilakukan oleh Mentri Luar 
Negeri Republik Indonesia Hassan Wirayuda dan Mentri Luar Negeri Singapura 
George Yeo serta disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang 
Yudhoyono   dan   Perdana   Mentri   Singapura   Lee   Hsien Loong.  
Perjanjian ekstradisi tersebut membahas tentang 31 macam tindak 
kejahatan yang akan diekstradisi seperti korupsi, penyuapan, pemalsuan uang, 
kejahatan perbankan, pemerkosaan, pembunuhan dan pendanaan terorisme.
 
Perjanjian tersebut berlaku surut selama 15 tahun ke bawah, yang mana 
hanya dapat melakukan proses ekstradisi terhadap tersangka yang melakukan 
tindak kejahatan di dalam kurun waktu tersebut Bersamaan dengan pembuatan 
perjanjian ekstradisi, Indonesia dan Singapura juga menyepakati sebuah 
perjanjian pertahanan (Defense Cooperation Agreement/DCA) yang mana 
  
menjadi satu paket di dalam perjanjian ekstradisi tersebut. Defense Cooperation 
Agreement yang telah ditandatangani oleh Indonesia dan Singapura berisikan 
tentang kerja sama berupa latihan militer bersama antara Indonesia dan 
Singapura di dalam wilayah kedaulatan RI yang telah disepakati bersama. 
Wilayah-wilayah tersebut meliputi area Alpha 1 (Kawasan Sumatra), Alpha 2 
(Sebelah Selatan Kepulauan Anambas), dan Bravo Area (Laut Natuna). 
Singapura juga dapat mengundang pihak ketiga untuk dijadikan partner latihan 
bersama atas seijin Indonesia. Indonesia berhak untuk mengikuti latihan militer 
tersebut dan menjadi pengawas. Namun, ketika memasuki tahap ratifikasi, DPR 
RI menolak untuk memberikan ratifikasi  terhadap  perjanjian ekstradisi  
tersebut. 
 Permasalahan sampai sekarang, perjanjian ekstradisi tersebut tidak berlaku 
karna belum diratifikasi oleh DPR. DPR menilai bahwa perjanjian ekstradisi 
terlalu merugikan indonesia dengan syarat-syarat yang diberikan oleh Singapura. 
Dalam isi perjanjian tersebut, Singapura menginginkan kerjasama pertahanan 
dengan indonesia, yakni Defense Cooperation Agreement (DCA). Penukaran 
orang dengan wilayah seluas 32.000 hektar tidaklah menguntungkan bagi sebuah 
negara dan ratifikasi perjanjian tersebut dianggap melanggar prinsip bebas aktif 
dan juga kedaulatan negara. 
Negara yang berdaulat mempunyai yurisdiksi secara eksklusif 
dilingkungan wilayahnya sendiri yang disebut kedaulatan wilayah (territorial 
sovereignty). Negara mempunyai yurisdiksi sepenuhnya untuk menghukum 
orang-orang yang melakukan kejahatan melanggar hukum yang berada 
  
diwilayah negara tersebut. Namun hal ini sering kali tidak dapat dilakukan 
karena pelaku pelanggar kejahatan telah melarikan diri (fugitive) ke wilayah 
yurisdiksi negara lain. Dalam   hal   ini   negara tidak dapat melakukan tindakan 
yang bersifat kedaulatan didalam wilayah negara lain. Keadaan ini yang 
mendorong para pengambil keputusan untuk melakukan kerjasama internasional 
demi kepentingan bersama dalam menegakkan ketertiban dan keadilan.
16
 
Berdasarkan uraian terdahulu Penulis tertarik untuk membahas 
permasalahan ini dalam suatu bentuk tulisan ilmiah berupa skripsi dengan Judul 
“PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA PEMERINTAH INDONESIA 
DENGAN PEMERINTAH SINGAPURA DALAM UPAYA PENINDAKAN 
KONKRIT TERHADAP PEMBERANTASAN PARA KORUPTOR YANG 
MELAKUKAN PELARIAN KE SINGAPURA”. 
A. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang diatas, agar penulisan ini menjadi lebih terarah 
dan mencapai tujuan maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai 
berikut: 
1. Apakah Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura mampu 
memberantas pelarian koruptor ke Singapura? 
2. Apa saja faktor-faktor penghambat yang dialami Indonesia dalam 
mewujudkan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura? 
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3. Apa saja upaya hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam 
memberantas tindak pidana korupsi sebagai kejahatan transnasional? 
B. Tujuan Penelitian 
Adapaun tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perjanjian Ekstradisi antara 
Indonesia dan Singapura mampu memberantas pelarian koruptor ke 
Singapura. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat yang 
dialami Indonesia dalam mewujudkan perjanjian ekstradisi antara 
Indonesia dan Singapura 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan 
pemerintah Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi sebagai 
kejahatan transnasional melalui sarana perjanjian ekstradisi 
    D. Manfaat Penelitian  
Dalam penelitian ini, penulis nantinya mengharapkan agar penelitian yang 
dilakukan bermanfaat, secara: 
1. Teoritis 
a. Dapat menunjang dan memberikan kepastian hukum yang 
baik bagi setiap masyarakat pada umumnya dan pencari 
keadilan pada khususnya. 
b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 
mahasiswa hukum khususnya mengenai urgensi ratifikasi 
perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dengan 
  
Singapura dalam upaya penindakan konkrit  
terhadap para koruptor yang melarikan diri ke Singapura 
c. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
perkembangan hukum, yakni Hukum Internasional pada 
umum dan Perjanjian Ekstradisi pada khuhusnya, hasil 
penelitian ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur 
dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat. 
2. Praktis 
Diharapkan agar hasil penelitian ini nantinya akan 
bermanfaat bagi aparat penegak hukum, pemerintah, dan 
masyarakat terkait tentang urgensi ratifikasi perjanjian 
ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dengan Singapura 
dalam upaya penindakan konkrit terhadap para koruptor 








E. Metode Penelitian 
  
 Guna memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penelitian 
skripsi ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Metode Pendekatan 
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 
didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang 
bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan 
jalan tertentu, dengan menganalisisnya. Selain itu, dalam penelitian ini 
juga melakukan pemerikasaan yang mendalam terhadap fakta hukum 
tersebut dan kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas 
permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang 
bersangkutan. Artinya suatu penelitian hukum yang dilakukan 





1. Kegiatan itu merupakan suatu kegiatan ilmiah; 
2. Kegiatan yang dilakukan didasarkan pada metode, system, 
dan pemikiran tertentu; 
3. Dilakukan untuk mencari data dari satu atau beberapa 
gejala hukum yang ada; 
4. Adanya analisis terhadap data yang diperoleh; 
5. Sebagai upaya mencari jalan keluar atas permasalahan yang 
timbul. 
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Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum 
empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris merupakan 
penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan adanya 
penambahan unsur-unsur empiris. Penelitian hukum normatif yaitu 
penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan tertulis dan 
bahan-bahan hukum lainnya baik yang bersifat data sekunder yang ada 
di perpustakaan maupun jurnal hukum lainnya.
18
 Dan juga penelitian 
normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika 
hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan 
hukum. Penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai 
fenomena social dengan pendekatan struktural dan umumnya 
terkuantifikasi (kuantitatif).
19
 Penelitian hukum empiris yaitu metode 
penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan 
menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berfikir dengan 
kebenaran secara koresponden. Pokok kajian penelitian hukum 
normatif-empiris (applied law research) adalah implementasi 
ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum 
tertentu. 
2. Sumber Data 
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Penelitian mengenai perjanjian ekstradisi antara Pemerintah 
Indonesia dengan Pemerintah Singapura dalam upaya penindakan 
konkrit terhadap pemberantasan para koruptor yang melakukan 
pelarian ke Singapura menggunakan metode penelitian Normatif-
Empiris. Karena penggunaan kedua tahapan tersebut, maka penelitian 
hukum normatif-empiris membutuhkan data sekunder dan data primer. 
Data primer menurut Umi Nerimawati dalam bukunya “Metodologi 
Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi” bahwa “data 
primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama”. 
Adapun data sekunder merupakan data yang tidak langsung diberikan 
kepada penulis. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 
dikumpulkan dari bahan-bahan sebagai berikut: 
A. Data Sekunder 
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terkait 
yakni: 
i. Pengaturan secara internasional, yaitu: 
1) Vienna Convention On the Law of Treaties1969. 
2) United Nation Convention Againts Corruption 
2004. 
3) Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/116 
tentang Model Treaty on Extradition. 
ii. Pengaturan secara nasional, yaitu: 
  
1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Republik 
Indonesia. 
2) Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia. 
3) Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia. 
4) Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-
undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 
5) Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang 
Perjanjian Internasional. 
6) Undang-undang No. 1 tahun 1979 tentang 
Perjanjian Ekstradisi. 
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat 
hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu 
menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan 
hukum sekunder ini terdiri dari semua tulisan yang tidak berbentuk 
peraturan perundang-undangan, seperti: buku-buku atau literatur, 
hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum atau jurnal-jurnal umum, hasil 
seminar, symposium, dan lokakarya, diktat dan catatan kuliah, 
majalah-majalah yang dapat dipertanggungjawabkan muatannya 
dan media massa lainnya baik elektronik maupun cetak. 
  
c. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan-
bahan yang memberikan informasi, petunjuk, serta penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus 
hukum, ensiklopedia, dan bahan lain yang ada hubungannya 
dengan penulisan ini. 
Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada: 
a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas 
b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang 
c. Perpustakaan Daerah Padang 
B. Data Primer 
Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau 
pertama. Data ini diperoleh melalui penelitian secara langsung di 
lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang 
berhubungan dengan permasalahan yang dilteliti. Data ini 
didapatkan dengan cara melakukan wawancara dengan Bapak 
Fithriadi Muslim. S.H., M.H. Selaku Deputi Direktur Direktorat 
Hukum PPATK, Hasil Wawancara Hukum Online kepada Bapak 
Arif Havas Oegroseno Selaku Direktur Perjanjian Politik 
Keamanan dan Kewilayahan Kementerian Luar Negeri. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
A. Data Sekunder 
Dalam penelitian hukum normatif dapat dilakukan beberapa 
teknik pengumpulan data, diantaranya: 
  
a. Mengumpulkan informasi untuk mendapatkan gambaran 
atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan 
dengan permasalahn yang diteliti. 
b. Inventarisasi bahan-bahan untuk mendapatkan metode, 
teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahn yang 
digunakan sebagai sumber data sekunder. 
c. Kunjungan ke perpustakaan, baik perpustakaan daerah, 
perpustakaan fakultas, maupun perpustakaan universitas 
untuk mendapatkan buku-buku, hasil penelitian terdahulu 
yang berkaitan dengan permasalah penelitian, misalnya 
laporan penelitian, bulletin, brosur, dan sebagainya. 
B. Data Primer 
a. Penelitian Lapangan 
Untuk penelitian ini penulis mengumpulkan data langsung 
dengan teknik wawancara. Dalam kegiatan wawancara ini 
dilakukan terhadap koresponden. Menurut kamus besar Bahasa 
Indonesia responden berasal dari kata “respon” atau 
penganggap, yaitu orang yang menanggapi dalam penelitian, 
responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan 
tentang suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut dapat 
disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket, 
atau lisan, ketika menjawab wawancara. Jenis wawancara yang 
digunakan ialah wawancara Semi Terstruktur yaitu wawancara 
  
yang mempersiapkan daftar pertanyaan akan tetapi tidak terikat 
pada daftar pertanyaan tersebut.
20
 
4. Teknik Analisa Data 
Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka 
tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang terdiri 
dari: 
a. Editing 
Editing adalah suatu proses dimana informasi yang telah diperoleh 
kemudian diteliti. Dengan penelitian kembali ini dapat 
meningkatkan kualitas kebaikan data yang akan dikelola dan 
dianalisis. 
b. Coding 
Informasi yang telah diedit dan dianggap cukup rapi serta memadai 
sebagai data yang baik, kemudian dilakukan coding, yaitu proses 
untuk mengklasifikasi data-data yang diperoleh menurut kriteria 
yang ditetapkan. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk lebih memudahkan dan member arah dalam penyusunan 
skripsi ini nanti, sehingga tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka 
penulis member batasan tentang hal-hal yang akan diuraikan dalam suatu 
sistematika penulisan yaitu: 
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BAB I  PENDAHULUAN 
Berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 
penelitian, dan sistematika penelitian. 
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini menguraikan peranan perjanjian ekstradisi 
dalam penegakan hukum nasional Indonesia serta apa 
kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum nasional 
tentang ekstradisi. 
BAB III PEMBAHASAN 
Dalam bab ini menguraikan peranan perjanjian ekstradisi 
dalam penegakan hukum nasional Indonesia serta apa 
kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum nasional 
melalui sarana ekstradisi. 
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 
Berisikan kesimpulan dan saran yang erat kaitannya dengan 
hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan. 
